GUBERNUR K

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 56l / BAPPEDA / 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN BINA
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KALiMANTAN BARAT

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuam Pasal 8 ayat:_
(1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang:.-_.’? S
Pengelolaan Taﬂggung Jawab  Sosial- dan Bina ngkungann:[{

Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat agar: dapat berjalan -

dengan baik dan terkoordinir, telah dibentuk tim fasilitasi =~ =
berdasarkan Keputusan Gubernur Kahmantan Bara‘t Nomt)r:f"_'_-‘f--_
172 / Bappeda / 2019 tentang Pembentukan Tim. Fasziztasx
Tanggung Jawab Sosial dan Bina ngkungam Perusahaan d1._ L

Provinsi Kalimantan Barat;

. bahwa sehubungan dengan adanya’ peuibahai‘i'noménklaﬁir'-_'ﬁ SR
perangkat daerah dan susunan struktur organisasi. Aparatur'_-j SETI N EE
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Kalimamans i en
Barat maka Keputusan Gubernur Nomior . 172 UE s
BAPPEDA/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tangﬁung‘ S e
Jawab Sosial dan Bina ngkmwan Perusahaan di- Provinsi =
Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud . dalam humf a,-{ S

sudah tidak sesuai dan perla dlgann

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud_"__' S
dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Tim Fasilitasi |
Tanggung Jawab Sosial Dan Bina ngkungan Pemsahaan Di oo
Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditelapkan dengaﬁ suam il

Keputusan;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang S1stemr'3_--'3"::_.'-"
Perencanaan Pembangunan Nasional - (Lembaran ‘Negara .= -
Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor' 104, 'I‘ambahan_'_'ﬁf_ i

Lembaran Negara Repubhk Indonesm Namor 442 1)

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temang Pemermtallmg (RN e
Daerah sebagaimana telah dittbab beberapa kali dan terakhir ]
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang -~ |
hubungan Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pemermtah
Daerah (Lembaran Negara Republik I}:leionesaa Tahun: 2922}'.%-."-_:.3---;.- i
Nomor 4, Tambahan Lemibaran Negara Repubhk Irldonemaf}

Nomor 6757);

. Undang-Undeng Nomor 9 Ta'hun' 2022 tentang vams:{':'- Lo ey
Kalimantan Barat . {Lembaran - Negara - ‘Republik - ‘Indonesia’
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repubhk' G

Indonesia Nomor 6780):




4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas’ (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SSOS)

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 e

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); -
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.(Berita - :

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ten‘c_aflg'Péngel'éIéan. o SHES
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan . (CSR)  di Provinsi. =~
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi K,ahmaﬁtaﬁ A

Barat Tahun 2016 Nomor 4); _ :
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan '

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan _.Bftrat'-f . §
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan =~ - -

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 temang:;’_:i S
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan -

Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaraﬁ Daerah.%

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019'_t¢n'f:ang Réncan'a}.f_'_-'-.:_.f'_:
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi =
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah = =
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 'I‘ahun 2021-_'_.:-:'_-_“_'
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun = |
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka. Menengah e
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 -
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat: Tahun 2021 -
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov1n31 Kallmantan[j._-.ﬂ'

Barat ’i‘ahun Nomor 1});

10.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran-'z-*
Pendapatan dan Belanja Daerah’ Tahun - ‘Anggaran 2022_;{5 e
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.j'

Nomor 11});

11.Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun ' 201’7 temang._
Penyelenggaraan Tanggung Jawab sosial dan Bma ngkungan-_ e
Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat (Benta Daerah o i

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor: 56)

12.Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2021 tentang_f;'f_-'_'-_'3.'__.'_
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungm Serta Tata’ /-1
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi = . |
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provingi Kahmantan Barat SRS R

Tahun 2021 Nomor 133);

13.Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentemg: el t
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanga Daerah Prownm"’_'_f. Ty
Kalimantan Barat Tahun 2022 (Berzta Daerah Promns;

Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 216);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

Membentuk Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosml Dan Bmij_.-"_; S
Lingkungan Perusahaan Di Provinsi Kalzmantan Barat yamg“-f.l__---:,.f_
terdiri dari Tim Inti dan Tim Sekretariat dengan susunani-_“_’-';jf'fj-'-"_. i
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam ___Lamplr_an_ I
Keputusan ini. ST e
Tim Fasilitasi sebagaimana dmaksud pada katum KESA’I‘U*} o
mempunyai tugas: i _ R

a. Tim Inti
1.

1. Bidang Perencanaan dan Monev Program Tanggung Jawab
Sosial Bina Lingkungan Perusahaain: : '

Pengarah:

Memberikan petunjuk. dan arahem bag1 kelailcaran:'é."_:.__:ﬁ :
pelaksanaan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan. Bma'.'_ﬁ S
Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kahmaﬂtaﬂ Baaat R
. Penanggung Jawab: '

Bertanggung = Jawab terhadéip keselumhan prose
pelaksanaan Fasilitasi Tanggung -Jawab Sosial dan Bma'
Lingkungan Perusahaan di Provmsz Kahmantan Barai

. Ketua: _ : : coml
Bertanggung Jawab terhadap tekms pelaksanaan I‘asﬁﬂaszi""

Tanggung Jawab Sosial dan Bma ngl«:ungan Pemsaha&m{._ e
di Provinsi Kahrnantan Barat; : R

. Wakil Ketua:

Membantu dan mewakili Ketua Bertanggung Jawab'_-:__'-:_
terhadap teknis pelaksanaan Fasilitasi. Ta:aggung’f_.Jawab';’_'
Sosial dan Bina ngkungan _ Pemsahaan dz Provmsi--.i:'
Kalimantan Barat; i :

. Sekretaris:

Bertanggung Jawab terhadap admu'ustraa persaapan -

perencanaan, evaluasi, - dan - momtormg, P pelapof‘
pelaksanaan Fasilitasi’ Tanggung Jawab - Soszal dan an&r
Lingkungan Perusahaan di Provmm Kallmam:an Barat Eeaa

b. Tim Sekretariat

a) Ketua:

b} Anggota

MEMUTUSKAN:

Melaksanakaﬂ kOOI‘dl‘ﬂaSZ. derzgan Pemermtah Kabupaten.
Kota dan Tim Pokja . dalam’ mensmergzkaﬁ o
memformulasikan program ./ Kegmtan TSBLP, sos1allsa31;.*“
program dan menyusun pedoman peiaksanaan TSEE%LP -

melaksanakaﬁ tugas-tugas Eam yang dabefﬂ{ah_- c.aie'hi_
Ketua dan . Sekretans yang - berkenaan - ciengan .
pelaksanaan Fasﬂltam Tangg&ng Jawab Sosial dan Bina
ngkungan Perusahaan di' Provinsi . Kahmantan Barat:
sesuai dengan- bldangnya masmg~masmg SRR e e




2. Bidang Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Bina. ngkungan o
Perusahaan:

a) Ketua

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan -

program TSBLP seluruh perusahaan secara periodik dan
membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan TSBLP dan -
menyampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda;

b} Anggota:

Menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta

melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan  oleh

Ketua dan Sekretaris yang berkenaan dengan

pelaksanaan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina =

Linglkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat -

sesuai dengan bidangnya masing-masing ; '

KETIGA : Dalam melaksanakan fugasnya, Tim Fasilitasi dibantu oleh

Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana -
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA
mempunyai tugas:

a. Pokja Perkebunan, Peternakan dan Pertanian.

i. Koordinator:

Menfasilitasi pembentukan Forum TSBLP, melaksanakan S
Koordinasi dengan sekretariat, forum TSBLP dan mitra | S
Program/Perusahaan, sosialisasi program TSBLP kepada =~ @ .
forum TSBLP dan melaporkan pelaksanaan proglam TSBLP _3 S
oleh Mitra Program kepada sekretariat; '

2. Anggota:

Menghimpun, mengelola dan menyusun -data-data serta .
melaksanakan fugas-tugas lain yang diberikan ‘oleh.
Koordinator Pokja yang Dberkenaan  dengan ‘hasil"
pelaksanaan program TSBLP oleh Mitra Program o

b. Pokja Energi, Sumber Daya Mineral dan Infrastruktur
1. Koordinator:

Menfasilitasi pembentukan Forum TSBLP, melaksanak:an- S
Koordinasi dengan sekretariat, forum TSBLP dan’ mitral
Program /Perusahaan, sosialisasi program TSBLP kepada
forum TSBLP dan melaporkan pelaksanaan : program TSBLP :
oleh Mitra Program kepada sekretariat;

2. Anggota: | R
Menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta =
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Koordinator Pokja yang Dberkenaan  dengan hasil -
pelaksanaan program TSBLP oleh Mitra Programs; -

¢. Pokja Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Koordinator:

Menfasilitasi pembentukan Forum TSBLP, _-melaksaﬁakaﬁ“
Koordinasi dengan sekretariat, forum TSBLP dan ‘mitra -
Program/Perusahaan, sosialisasi program TSBLP ‘kepada
forum TSBLP dan melaporkan pelaksanaan program TSBLP
oleh Mitra Program kepada sekretariat;




KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat; -

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kahma.ntan Beu at
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan -

2. Anggota:

Menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta =

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh -
Koordinator Pokja yang berkenaan - denga_n hasﬂ
pelaksanaan program TSBLP oleh Mitra: Program o ER

d. Pokja Perekonomian, Sosial dan Kesejahteraan Masyarakai L e
1. Koordinator: -

Menfasilitasi pembentukan Forum TSBLP,: meiaksaﬁakan CREPIE
Koordinasi dengan sekretariat, forum TSBLP ‘dan m:itra'.[
Program/Perusahaan, ‘sosialisasi program TSBLP kepada
forum TSBLP dan melaporkan pelaksanaan pmgram TS’BLP _';: e R
oleh Mitra Program kepada sekretariat; :

2. Anggota:

Menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta =
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan . oleh = -
Koordinator ' Pokja yang berkenaan denga:n hasﬁ L
pelaksanaan program TSBLP olel Mitra Progxam L

Tim Fasilitasi diarahkan guna mendorong upaya percepataﬁj_-'}.'
peningkatan status kemandirian  Desa, Sumber Daya Manusia

dan Kesejahteraan' Masyarakat sesuai target dalam Rencana.
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Plomnsa_'_-fr_-
Kalimantan Barat,

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur e
Kalimantan Barat Nomor  172/BAPPEDA/2019 : ftentang '~
Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosral dan Bma-_: __
Lingkungan Perusahaan Provinsi Kahmamtan Barat dlcabu"c dan i
dinyatakan tidak berlaku. S St

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dxtetapkan, dengan."'

ketentuan segala  biaya yang dikeluarkan = sebagai = akiba
ditetapkannya Keputusan @ ini dibebankan - pada Anggar_
Pendapatan dan Belanja Daerah vam31 Kahmantaﬂ Barat d&m-
sumber lainnya yang sah. : : :

D1tetapkan dz Pomaanak
pada tanggal a7 Mezi 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT { i

W sutarmDar -




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT i
NOMOR : 5e( /BAPPEDA/2022 e
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITAST TANGGUNG JAWAB. SOSIAL DAN BINA}_, e
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINST KALIMANTAN BARAT .- o

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI

KDDUDUKAN

NO NAMA / JABATAN POKOK. D AL AM TIM

A. | TIM INTI B
1 | Gubernur Kalimantan Barat : ) l_ | o Pengarah L
2 | Wakil Gubernur Provinsi Kaiiménta:a Barét : | '_ Penanggung J awab'_:';'. |
3 | Sekretaris Daerah Provinsi Kahmantan Barai: | -. | _Kema

Asisten Perekonomian dan Pemban%‘unan Sele:da Pmmnsx :

Kalimantan Barat. - %: : WalalK@tua '

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;; Gl
Provinsi Kalimantan Barat. : ;

B. | TIM SEERETARIAT

Bidang Perencanaan dan E@‘orwv Mgmm Taﬁggung:g P
Jawab Sosial Bina &mgkungan Pemsmhaaﬂ e

a) Kepala Bidang Perencanaan Ekonomz BAPPEDA_
Provinsi Kalimantan Baiat :

b} Kepala Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Provmsx
Kalimantan Barat S

c) Kepala Bidang Fisik dan Prasaiana BAPPEDA{-
Provinsi Kalimantan Barat =~ . : Sl

d) Kepala Bidang Perencazlaan Pengendahan dan-._ Ef
Evaluasi Pernbangunan BAPPEDA Frownsr R
Kalimantan Barat o T

e} Adiswar, SE, M.Si, Perencanan Ahh Madya Bappeda‘? i
Provinsi Kalimantan Barat L

f} Arfiandi, SE, MM, ‘Fungsmna} P&rencana. Ahh Madya:j :._j..':'
BAPPEDA Provinsi Kahmanian Barat

g) Yustian, SP, M.Si, F‘ungszonal Perencana Madya'f
Bappeda Provinsi Kalzmantan Barat™ 0

h) Syarif Rachmadyana, ST, Fungszonai Pereﬁcana Ahh?_ -
Muda Bappeda Provinsi Kahmantan Barat ST R

i) Dian Ferryansyah, SP., M.Sc, Fungszoﬁal Perencana.-
Ahli Muda Bappeda Provinsi Kahmantm} Barat s

i} M. Filipus, S.STP, Fungsmnai Pererlcana Ahh Muda
Bappeda Provinsi Kahmanian Bamt R

k) Aplonia Elvi, 8. Sos, Fungswnal Perencana Ahh Muda
Bappeda Provinsi Kahmantan Barat ' SR ;




} Sulastri, 8P, M. Eng, Fungsional Perencana Ahli e
Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat - Anggota - -

m) Sigit Waluyo, SE, Fungsional Perencana Ahli Muda :
Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Anggota

n} Emy Julianti, SE, M.AP, Fungsional Perencana Ahli _
Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Anggota - -

o) Riasinir Laraupetanelaria, SS, Fungsional Perencana
Ahli Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Anggota

Bidang Pelaporan Tanggung Joawab Sosial Bina
Lingkungan Perusahaan

a} Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

K
Kalimantan Barat etua
b) Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi _
i Anggota .
Kalimantan Barat.

c) Damianus Kans Pangaraya, ST, M.Sc , Analis
Kebijakan Ahh Madya  Biro Administrasi Anggota -
Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

d) Antonius Bobby, ST, M.AP, Analis Kebijakan Ahl _ -
Muda Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Anggota
Kalimantan Barat SRS h

e} A.Zulfikar, M.Si. Analis Kebijakan Ahli Madya Biro

Perekonomian Setda Prov. Kalbar | ; Anggota e
f) Wike Yolanda, ST., MT, Analis Kebijakan Ahli Madya e e

Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar S ORERORE LT
glIr. Sukaria, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro R

Perekonomian Setda Prov. Kalbar (Koordinator BUMD, " Anggota’ -

BLUD)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,{

Al SUTARMIDJI




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 56! /BAPPEDA/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAR SOSIAL DAN BINA
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

KEDUDUKAN
No. NAMA / JABATAN POKOK DALAM KELOMPOK
KERJA
A | Pokja Perkebunan, Peternakan dan Pertanian.
I | Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi )
Kalimantan Barat Koordinator
2 {Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Provinsi Kalimantan Barat, Anggota
3 |Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa i
Provinsi Kalimantan Barat Anggota
4 | Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Anceot
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat ggota
5 | Yustian, SP, M.Si, Fungsional Perencana Madya
Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Anggota
B | Pokja Energi, Sumber Daya Mineral dan Infrastruktur
1 | Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Energi Koordinator
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
2 | Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Anggot
Provinsi Kalimantan Barat. sgota
3 | Suprabawa, ST., MT, Perencana Ahli Madya BAPPEDA Anggota
Provinsi Kalimantan Barat =
4 | Novery Nuzuluddin, ST., MT, Perencana Ahli Madya
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Anggota
C | Pokja Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1 |EKepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Koordinator
Provinsi Kalimantan Barat
2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Anggota
Kalimantan Barat.
3 | M. Rifani, S.Hut Perencana Ahli Muda BAPPEDA Anggota
Provinsi Kalimantan Barat
4 | Markus Edi, S.So0s Perencana Ahli Muda BAPPEDA Anggota
Provinsi Kalimantan Barat
9 | Dian Ferryansyah, SP., M.Sc, Fungsional Perencana Ahli
Muda Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Anggota
D | Pokja Pereckonomian, Sosial dan Kesejahteraan
Masyarakat
1 | Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Kalimantan Koordinator
Barat
2 | Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Anggota
3 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Anggota




T KEDUDUKAN .

DALAM KELOMPOK | =

No. NAMA / JABATAN POKOK
KERJA -

Kalimantan Barat

4 | Wike Yolanda, ST., MT, Analis Kebijakan Ahli Madya Ancoota
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat LT TeBEEE

S | AZulfikar, M.Si. Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Anveota
Perekonomian Setda Prov. Kalbar _ ggo. a. Lo

6 | Supriani,ST, MT, Perencana Ahl Madya BAPPEDA - Ansoota -
Provinsi Kalimantan Barat - Aggota Lol

GUBERNUR KALIMANTAN *BA’RAT,Q' -






